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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze the significance of the effect of self 

assessment system and tax audit, in addition to knowing among the self assessment 

system and tax audit variables that were the dominant influence on value added tax 

receipts at KPP Pratama Boyolali. The type of data used is quantitative data. The 

data source used is secondary data. The entire population in this study were all PKP 

registered at KPP Pratama Boyolali with the sampling technique using purposive 

sampling method. The data collection technique in this study uses documentation. 

Data analysis techniques used, Classical Assumption Test, Multiple Linear 

Regression Analysis, t Test, F Test (Model Accuracy), and Determination Coefficient 

Test (R2). The results of this study indicate that the Self Assessment System and Tax 

Examination affect the value added tax revenue at KPP Pratama Boyolali. The 

results of the coefficient of determination (R
2
) is 0,221, this means that the 

contribution or influence given by the self assessment system variable and tax audit 

on the receipt of VAT is 22,1% while the remaining 77,9% is influenced by other 

variables outside the variables studied, Tax Collection, Issuance of Forced Letters, 

Exchange Rates, Inflation and so on.  
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang gencar-gencarnya melaksanakan 

pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 

Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dana yang terus meningkat dan anggaran 

yang memadai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN 

selalu ditingkatkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan yang ingin diwujudkan. 

Pajak meemiliki peranan penting bagi penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang memiliki 

potensi penerimaan cukup besar yaitu Pajak Pertambahan Nilai (Nazrulloh, 2015). Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menyumbang pendapatan dari sistem 

perpajakan di lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di 

dunia (Ainzenman dan Jinjarak, 2005). 

Sistem pemungutan pajak yang sempat berlaku di Indonesia adalah Official Assessment, 

With Holding Tax, dan Self Assessment System. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah 

mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan Official Assessment menjadi 

Self Assessment System. Perbedaan dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang 

menetapkan besaran pajak terutang. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan 

pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak 
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yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, 

membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui 

sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem 

pemungutan pajak ini adalah bertugas sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment 

system diterapkan pada jenis pajak pusat. 

Penerapan self assessment system yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam 

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi dan apabila semua 

WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada 

penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi 

pajak yang ada dapat digali, disebabkan masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki 

kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi 

mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Pematasari, 2017). 

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang–

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanmenganut 

sistem perpajakan Self Assessment System di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk 

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi 

kewajibannya. Penerapan Self Assessment System menuntut tinggi kepatuhan WP untuk 

penyelenggaraan perpajakannya, karena jika semua WP memiliki kepatuhan perpajakan yang 

tinggi maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara yang efeknya juga terjadi 

kepada pendapatan negara yang semakin meningkat. Penggunaan self assessment system di 

Indonesia masih banyak terjadi ketidaksesuaian dalam implementasinya. Keberhasilan 

penerapan sistem self assessment system, merupakan hal mendasar yang harus dilakukan adalah 

melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) perpajakan. Penegakan hukum dalam 

perpajakan mempunyai hubungan yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, 

pelaksanaan penegakan hukum pajak yang secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan 

kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan 

pajak pertambahan nilai. 

Salah satu bentuk pengawasan dalam self assessment system adalah pemeriksaan yang 

dilakukan untu menguji kepatuhan juga mendeteksi adanya kecurangan oleh PKP yang 

mendorong mereka untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut 

Hidayat (2013:10) Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan 

wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakan, juga mempunyai tujuan dalam rangka 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk menguji kepatuhan, 

pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki salah satu pedoman bahwa setiap wajib pajak 

mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa. 

Pemeriksaan pajak diawali dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan (SP2). 

Menurut Hidayat, (2013: 2-3) SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam 

rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Pelaksanaan 

pemeriksaan ini haruslah memperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan 

penyelesaian SP2. Selain itu, perlu juga diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan 

pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang berasal dari kegiatan 

pemeriksaan tersebut diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian 

keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan data realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2017 terus meningkat dan paling tinggi berada di tahun 2017 yaitu 

sebanyak 4,4 triliun rupiah. Dilihat dari data Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng II 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) paling tertinggi di wilayah Soloraya sebesar Rp 795 

miliar rupiah dari KPP Pratama Karanganyar. Pada tiga tahun terakhir Penerimaan PPN 
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terendah yaitu di KPP Pratama Boyolali. Pada tahun 2017 penerimaan PPN KPP Pratama 

Boyolali sebesar Rp 175 miliar rupiah. Alasan pemilihan sektor penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai dikarenakan Penerimaan PPN menjadi pemasukan pajak terbesar akhir-akhir ini. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk: 1) menganalisis pengaruh self assessment system terhadap 

penerimaan PPN. 2) menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN. 

 

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Untuk menunjukan suatu arah dari penyusunan agar dapat memperoleh gambaran yang 

lebih jelas, maka dalam penelitian ini dibuat suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 

 

Dari skema kerangka pemikiran di atas, terdapat dua variabel penelitian yaitu: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel 

bebas adalah Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak. 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah 

Pemerimaan PPN. 

  

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

1. Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan PPN 

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan perhitungan dan memungut pajak sepenuhnya berada di 

tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami 

Undang-Undang Perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, 

serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.. 

Hasil penelitian yang terdahulu dilakukan oleh Anti Azizah Aprilianti, Siska P. 

Yudowati, dan Kurnia (2018), Ida Ayu dan I Ketut Jati (2015), dan Ranni Permatasari 

(2017) menyatakan bahwa Self Assessment System (X1) secara simultan dan parsial 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, 

artinya semakin tinggi pelaporan SPT masa PPN dari PKP maka semakin tinggi pula 
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penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 1 

dalam penelitian ini adalah: 

H1: Self Assesment System berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) 

 

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukaan oleh Ida Ayu dan I Ketut Jati (2015) dan 

Ranni Permatasari (2017) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak (X2) secara simultan dan 

parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai, artinya semakin banyak SKPKB PPN yang diterbitkan maka semakin tinggi pula 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 1 

dalam penelitian ini adalah: 

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) 

 

METODE PENELITIAN 
       Ruang lingkup penelitian ini adalah di KPP Pratama Boyolali. Sedangkan metode 

pengumpulan data dalam penelitan ini adalah dengan menggunakan dokumen, laporan dan 

catatan yang berisi tentang wajib pajak yang diterbitkan SKP, wajib pajak yang diterbitkan STP, 

seluruh wajib pajak yang menyampaikan SPT yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Boyolali dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Data yang digunakan adalah data 

sekunder. Sumber data dalam objek penelitian ini adalah Daftar PKP yang terdaftar di KPP 

Pratama Boyolali, data jumlah PKP yang melaporkan SPT masa PPN di KPP Pratama Boyolali, 

Jumlah Nilai SKP yang diterbitkan di KPP Pratama Boyolali, dan Jumlah total nilai PPN yang 

diterima di KPP Pratama Boyolali.  
Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak 

Badan yang terdaftar sebagai Pegusaha kena Pajak (PKP) di lingkup KPP Pratama Boyolali 

sepanjang tahun 2013 - 2018 yaitu sebanyak 3.116 PKP terdaftar. Sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai 

Pegusaha kena Pajak (PKP) yang membayar PPN di lingkup KPP Pratama Boyolali selama 

periode 2013 - 2018 yaitu sebanyak 2.818 PKP yang membayar PPN. 

1. Self Assessment System 

Self Assessment System adalah suatu sistem yang memberikan tanggung jawab kepada 

Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. 

Pelaksanaan self assessment system ini dapat tergambar pada X1 yaitu:  

X1: jumlah SPT masa PPN yang disetor, jumlah SPT masa PPN disetor ini dapat diukur 

dengan melihat jumlah SPT masa PPN yang disetor kepada petugas KPP Pratama yang ada 

di Kota Boyolali dengan unit data bulanan untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 

2018.  

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anti Azizah, dkk (2018) dan penelitian Ida 

ayu dan I Ketut Jati (2015) didapatkan rumus lalu disederhanakan menjadi: 
 

  Self Assessment System = Jml. SPT masa PPN yang disetor bulan saat ini 
 

2. Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan  
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Self Assessment System oleh wajib pajak yang harus berpegang teguh pada UU perpajakan. 

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ini tergambar pada X1 yaitu: 

X1: jumlah PKP yang diberikan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) yang produk akhirnya 

adalah SKP (Surat ketetapan Pajak) yang meliputi SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar)  dan SKPKBT (Surat etetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan). 

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anti Azizah, dkk(2018) dan penelitian Ida 

ayu dan I Ketut Jati (2015) didapatkan rumus: 

 

 
 

3. Penerimaan PPN 

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diartikan sebagai pendapatan negara yang 

diperoleh dari PPN dalam negeri maupun internasional dari perdagangan/jasa ekspor dan 

impor melaui mekanisme administrasi perpajakan.  

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anti Azizah, dkk (2018) dan penelitian Ida 

ayu dan I Ketut Jati (2015) didapatkan rumus lalu disederhanakan menjadi: 

 

Penerimaan PPN = Penerimaan PPN bulan saat ini 

 

Teknik analisis data  

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan mencari nilai Variance Influencce Factor 

(VIF) dan Torelansi. Jika nilai VIF berada dibawah 10 dan toleransi diatas 0,10 

menandakan bahwa gejala multikolinearitas tidak terjadi (Ghozali, 2011).  

Uji autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak kejadian 

menyimpang pada asumsi klasik autokorelasi yang terjadi hubungan antar residual satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Cara untuk mengidentifikasi 

adalah dengan cara melakukan uji Run, untuk menguji antar residual apakah memiliki 

korelasi yang tinggi. Pengujiannya adalah. Jika  p-value < 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya antar residual terdapat korelasi atau residual tidak acak. Jika  p-value ≥ 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya antar residual tidak terdapat korelasi atau residual 

acak (Ghozali 2011). 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

hal tersebut disebut dengan homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut dengan 

heteroskedastisitas. Ada tidaknya dapat dilihat dari probabilitasnya terhadap derajat 

kepercayaan 5%. Apabila nilai p value > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sebaliknya jika nilai p value ≤ 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

Uji normalitas digunakan Kolmogorov Smirnov, apabila p value > 0,05, maka sebaran 

data dapat dikatakan mendekati distribusi nomal atau normal. Sebaliknya apabila p value ≤ 

0,05 maka sebaran data dikatakan tidak mendekati distribusi normal atau tidak normal 

(Ghozali, 2011). 

 

2. Uji Hipotesis 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji 

F, dan koefisien determinasi.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Asumsi Klasik Hasil uji Kesimpulan 

Uji multikolinearitas 
Tolerance: 0,100 ; 0,100 > 0,10 

VIF: 1,000; 1,000 < 10 
Tidak ada multikolinearitas 

Uji autokorelasi p: 0,401 > 0,05 Tidak ada autokorelasi 

Uji 

heteroskedastisitas 
p: 0, 897; 0,393 > 0,05 Tidak ada heteroskedastisitas 

Uji normalitas p: 0,963 > 0,05 Residual berdistribusi normal 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Variabel Koefisien Regresi t Sig. 

(Constant)   0,039 0,086 0,932 

Strategi Bisnis  0,022 0,131 0,897 

Karakter Eksekutif 0,009 0, 866 0,939 

F-hitung = 8,233   0,001 

Adjusted R Square = 0,221    

        Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut: 
 

Y = 0,039 – 0,022 X1 +  0,009 X2 + e 
 

Interpretasi analisis regresi linear berganda sebagai berikut: 

1. α = 0,039 artinya jika Self Assessment System (X1) dan Pemeriksaan Pajak (X2) sama 

dengan nol atau konstan, maka Penerimaan PPN (Y) adalah positif. 

2. β1= 0,022 artinya pengaruh variabel Self Assessment System (X1) terhadap variabel 

Penerimaan PPN (Y) positif, artinya apabila Self Assessment System (X1) meningkat 

maka dapat meningkatkan Penerimaan PPN (Y), dengan asumsi variabel Pemeriksaan 

Pajak (X2) dianggap tetap, begitu juga sebaliknya apabila Self Assessment System 

diturunkan maka Penerimaan PPN mengalami penurunan dengan asumsi variabel 

Pemeriksaan Pajak dianggap tetap atau konstan. 

3. β2 = 0,009 artinya pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Penerimaan PPN 

(Y) positif artinya apabila Pemeriksaan Pajak (X2) meningkat maka dapat meningkatkan 

Penerimaan PPN (Y), dengan asumsi variabel Pemeriksaan Pajak (X2) dianggap tetap, 

begitu juga sebaliknya apabila Pemeriksaan Pajak diturunkan maka Penerimaan PPN 

mengalami penurunan dengan asumsi variabel Pemeriksaan Pajak dianggap tetap atau 

konstan. 

 

3. Uji t  

Hasil analisis Uji t variabel Self Assessment System (X1)  diperoleh p-value sebesar 

0,897  < 0,05 maka Ho diterima berarti ada pengaruh dari variabel Self Assessment System 



Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 1 Maret 2019: 114 – 122 120 

(X1) terhadap Penerimaan PPN (Y) tidak signifikan, sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: 

“Self Assessment System berpengaruh terhadap Penerimaan PPN”, terbukti kebenarannya.  

Hasil analisis Uji t diperoleh p-value sebesar 0,393  > 0,05 maka Ho diterima berarti 

ada pengaruh yang signifikan dari variabel Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap penerimaan 

PPN (Y) tidak signifikan, sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Pemeriksaan Pajak 

berpengaruh terhadap Penerimaan PPN”, terbukti kebenarannya. 

 

4. Uji F  

Berdas Hasil analisis Uji F diperoleh p-value sebesar 0, 001 > 0,05 maka Ho diterima 

berarti model regresi yang digunakan tepat dalam memprediksi Self Assessment System (X1) 

dan Pemeriksaan pajak (X2) pada  ada pengaruh Penerimaan PPN (Y).  

. 

5. Uji Koefisien Determinasi  

Hasil perhitungan diperoleh nilai Adjusted R Square = 0,146 berarti diketahui bahwa 

pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu Self Assessment System (X1) dan 

Pemeriksaan pajak (X2) terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan PPN (Y) sebesar 22,1% 

sedangkan sisanya (100%-22,1%) = 77,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 

variabel yang diteliti misalnya Penagihan Pajak, Penerbitan Surat Paksa, Nilai Kurs, Inflasi 

dan lain sebagainya. 

 

PEMBAHASAN 

1. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Self Assessment System berpengaruh pada 

Penerimaan PPN 

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa t hitung sebesar 0,131 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,897 < 0,05 dengan demikian H1 ditolak, maka dari hasil tersebut variabel Self 

Assessment System (X1) berpengaruh pada Penerimaan PPN (Y), sehingga dapat ditarik 

kesimpulan: “Self Assessment System berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN)” 

Pada hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Self Assessment System yang diterapkan 

dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Boyolali. 

Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, dkk 

(2018), Ida Ayu dan I Ketut Jati (2015) dan Ranni Permatasari (2017) bahwa Self 

Assessment System yang diterapkan dalam pemungutan pajak berpengaruh terhadap 

penerimaan PPN. 

Pelaksanaan Self Assessment System  membuat wajib pajak lebih percaya dengan 

mekanisme perpajakan dari Direktorat Jendral Keuangan (DJP) karena Self Assessment 

System  memberi wewenang wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor 

kewajiban perpajakannya sendiri yang seluruhnya dipertanggungjawabkan dalam SPT masa 

PPN. Diberikannya wewenang pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak 

membuat wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik, karena 

WP sendiri yang melakukan kewajiban perpajakannya dan mempertanggung jawabkannya. 

Nilai pelaporan self assessment system  menunjukkan nilai yang fluktuatif, artinya belum 

maksimalnya pelaksanaan self assessment system  di KPP Pratama Boyolali. Penyuluhan 

self assessment system  dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya yang dapat meningkatkan penerimaan PPN. 

 

2. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada 

Penerimaan PPN 

              Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa t hitung sebesar 0,866 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,393 > 0,05 dengan demikian H2 ditolak, maka dari hasil tersebut variabel 
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Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh pada Penerimaan PPN (Y) tidak signifikan, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan: “Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada Penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN)” 

       Pada hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Pajak yang dilakukan 

terhadap Penerimaan PPN berpengaruh di KPP Pratama Boyolali. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Ida Ayu dan I Ketut Jati (2015), Ranni Permatasari (2017) bahwa 

Pemeriksaan yang dilakukan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.  

        Menurut penulis semakin tingginya kesadaran perpajakan WP maka semakin tinggi 

ketakutan wajib pajak atas pemeriksaan pajak yang membuat wajib pajak patuh dalam 

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dalam UU perpajakan. Nilai pemeriksaan pajak dalam SKPKB menunjukkan nilai yang 

fluktuatif, yang berarti masih belum maksimalnya pemeriksaan di KPP Pratama Boyolali. 

Penambahan fiskus yang bertugas dalam pemeriksaan pajak maka akan menambah 

intensitas pemeriksaan di KPP Pratama Boyolali. Semakin banyaknya pemeriksaan maka 

semakin banyak pengungkapan pajak terutang yang kurang maupun salah dalam 

perhitungan, pembayaran, maupun pelaporannya. 

 

3. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Self Assessment System dan Pemeriksaan 

Pajak berpengaruh simultan pada Penerimaan PPN 

         Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa Koefisien Determinasi (R
2
) sebesar 22,1% 

sedangkan sisanya 77,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Pada 

hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak 

yang dilakukan terhadap Penerimaan PPN berpengaruh secara simultan terhadap 

Penerimaan PPN di KPP Pratama Boyolali.  

         Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu, I 

Ketut Jati (2015) dan Ranni Permatasari (2017) yang menyatakan bahwa Self Assessment 

System dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. 

         Berpengaruhnya Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak secara simultan 

terhadap Penerimaan PPN dapat dilihat dalam penerapan Self Assessment System setelah 

pelaporan SPT yaitu sebelum mengalami masa kadaluwarsa fiskus melakukan pemeriksaan 

yang hasil akhirnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). 

 

KESIMPULAN  

        Self Assessment System berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Artinya, semakin 

tinggi Self Assessment System maka semakin meningkat penerimaan PPN. Pemeriksaan Pajak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Artinya, semakin tinggi Pemeriksaan Pajak maka 

semakin meningkat penerimaan PPN. Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak secara 

bersama sama berpengaruh secara simultan. 
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